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Yohanis Sumule Datutiku (B11111123),dengan judul “Tinjauan 
Kriminologis Terhadap Kejahatan Penggelapan Hak Atas Tanah 
(Studi Kasus Di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012-2014)”.Di bawah 
bimbingan Bapak Prof. Muhadar,S.H,.M.S, selaku pembimbing I dan Ibu 
Hj. Nur Azisa,S.H.,M.H selaku Pembimbing II. 
Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis 
faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan penggelapan hak atas 
tanah di Kabupaten Toraja Utara dan untuk mengetahui dan menganalisis 
upaya yang dilakukan aparat penegak hukum yang berwenang dalam 
menganggulangi terjadinya kejahatan penggelapan hak atas tanah di 
Kabupaten Toraja Utara. 
Penelitian ini dilakukan di Kabupten Toraja Utara, dengan memilih tempat 
penelitian di Polres Tana Toraja, Pengadilan Negeri Tana Toraja,Badan 
Pertanahan Nasional TanaToraja, Polsek Rantepao dan Kantor 
Kecamatan Kesu’. bertujuan untuk mendapatkan data primer dan 
sekunder. Data diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data 
melalui wawancara dan dokumen. 
Hasil penelitian menunjukan jumlah kejahatan Penggelapan Hak Atas 
Tanah Kabupaten Toraja Utara selama 3 (Tiga) tahun terakhir 2012-2015 
berjumlah 32 kasus dan kasus yang selesai sekitar 24 kasus pada tingkat 
kelurahan dan pertanahan, dan yang sampai diteruskan ke pengadilan 2 
kasus. 
 Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga kejahatan 
penggelapan hak atas tanah tersebut terjadi di Kabupaten Toraja Utara, 
yaitu : faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan serta sosial 
masyarakat di Toraja Utara. upaya-upaya yang dilakukan dalam 
menangani kejahatan penggelapan  dalam ruang lingkup Kabupaten 
Toraja Utara adalah upaya preventif (pencegahan) dan represif 
(penindakan), maksud dari upaya preventif adalah suatu bentuk tindakan 
pencegahan yang dilakukan oleh pihak-pihak berwenang dan terkait 
sebelum terjadinya suatu tindak kejahatan seperti penggelapan hak atas 
tanah, sedangkan upaya represif adalah upaya atau langkah-langkah 
yang diambil oleh pihak-pihak yang berwenang dan terkait setelah 
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A. Latar Belakang Masalah  
 Hakikat tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan 
masyarakat adil dan makmur, materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila 
dan Undang- Undang Dasar Tahun 1945. Upaya untuk mewujudkannya 
adalah melalui  pembangunan nasional. Pembangunan di bidang hukum 
dalam negara hukum  Indonesia didasarkan pada sumber tertib hukum 
seperti terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 
1945. 
 Pembangunan pada dasarnya merupakan suatu proses yang 
menyangkut seluruh aspek-aspek hukum masyarakat sehingga dapat 
mengendalikan masyarakat maupun penguasa dari tindakan-tindakan 
yang menghambat pembangunaan dan tujuan pembangunaan. 
 Semakin pentingnya peran manusia selaku subyek pembangunan 
nasional, yang diikuti dengan kemajuan tehnologi, meningkatkan 
aktivitas ekonomi, bertambahnya jumlah penduduk dan semakin 
tingginya kebutuhan hidup masyarakat secara umum, secara rasional 
akan dibarengi dengan peningkatan kebutuhan akan sarana dan 
prasarana penunjang hidup lainnya seperti pabrik-pabrik, jalan dan 
perumahan, atau tempat tinggal. Untuk mewujudkan kebutuhan 
tersebut diperlukan adanya area pertanahan yang cukup dan memadai. 
Salah satu permasalahan pokok yang hingga saat ini dirasakan 
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menonjol adalah pemakaian tanah tanpa izin yang berhak, atau dapat 
disebut penggelapan hak atas tanah, masalah tersebut selalu 
mendapat perhatian masyarakat yang sangat kritis akan permasalahan 
sosial. 
 Penggelapan tanah bukanlah suatu hal yang baru dan terjadi di 
Indonesia. Kata penyerobotan sendiri dapat diartikan dengan perbuatan 
mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan 
tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau 
rumah orang lain, yang bukan merupakan haknya. Tindakan 
penggelapan hak atas tanah secara tidak sah merupakan perbuatan 
yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak 
pidana. Seperti kita ketahui, tanah merupakan salah satu aset yang 
sangat berharga, mengingat harga tanah yang sangat stabil dan terus 
naik seiring dengan perkembangan zaman. Penggelapan tanah yang 
dapat merugikan siapapun terlebih lagi apabila tanah tersebut 
dipergunakan untuk kepentingan usaha. Terdapat bermacam-macam 
permasalahan penggelapan tanah secara yang sering terjadi, seperti 
pendudukan tanah secara fisik, penggarapan tanah, penjualan suatu 
hak atas tanah, dan lain-lain.1 
 Manfaat tanah dalam kehidupan bukan saja untuk manusia tetapi 
juga mahluk hidup yang lain seperti hewan dan tumbuhan. Berbagai 
                                                           
1 M. Sudrajat Bassar, 1984, Tindak-tindak Pidana Tertentu, Remadja Karya., Bandung. Hlm. 13. 
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sudut pandang dari manfaat tanah tergantung kepentingan orang yang 
memanfaatkannya.  
 Untuk seorang petani tradisional memanfaatkan tanah sebagai 
lingkungan tempat tinggal dan sebagai sumber penghidupan, karena 
dengan demikian petani tersebut dapat menanam serta memungut 
hasilnya sebagai bahan makanan maupun bahan dagang. Hasil ini bisa 
dimanfaatkan sendiri sebagai pola hidup subsisten ataupun dijual untuk 
memenuhi kepentingan yang lain. 
 Pengusaha batu merah, genting dan keramik memanfaatkan tanah 
sebagai bahan baku produksi untuk pengembangan usaha, terutama 
tanah liat yang dimanfaatkan untuk menghasilkan barang-barang 
produksi dalam mendatangkan keuntungan. 
 Sejalan dengan perkembangan jaman dan kemajuan tehnologi, 
keberadaan tanah yang jumlahnya terbatas terutama di daerah 
perkotaan, terasa semakin langka dan bernilai ekonomi tinggi sehingga 
semakin menarik bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan investasi 
dalam bentuk tanah. Di lain pihak kebutuhan akan tanah semakin 
mendesak terutama untuk keperluan pemukiman, baik yang dibangun 
didekat pusat kota maupun yang dibangun di pinggiran kota yang 
semula adalah merupakan lahan pertanian. 
 Demikian penting dan bernilainya tanah sehingga tidak jarang 
menimbulkan konflik-konflik dan permasalahan di bidang pertanahan. 
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Untuk mengatasi segala permasalahan yang menyangkut pertanahan, 
yang terjadi di dalam masyarakat, Pemerintah Republik 
 Indonesia membentuk suatu perundangundangan yang mengatur 
tentang masalah pertanahan, yaitu Undang-undang Pokok Agraria 
(UUPA), yang bertujuan untuk meletakkan dasar bagi penyusunan 
Hukum Agraria Nasional, yang merupakan alat untuk mencapai 
kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi masyarakat, juga untuk 
mewujudkan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan, 
yang  akan dapat memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak 
atas tanah.2  
 Perbuatan penggelapan  tanah tidak secara tegas dirumuskan 
dalam Pasal 385 KUHP, namun karena pasal tersebut merupakan satu-
satunya pasal yang mengatur tentang kejahatan yang berkaitan 
langsung dengan kepemilikan tanah, tidak ada pasal lain yang dapat 
digunakan untuk mengancam dengan hukuman bagi seseorang yang 
menggelapan hak tanah milik pihak lain.  
 Disisi lain, posisi hukum penguasaan atas tanah milik orang atau 
pihak lain oleh seseorang atau beberapa orang dengan tiada izin dari 
pemiik atau kuasanya (penguasaan tanpa hak) dengan melalui proses 
peradilan pidana terlebih dahulu terhadap peakunya, tidak dengan 
sendirinya penguasaan objek tanahnya kembali kepada pemilik yang 
sebenarnya. 






  Atau dengan kata lain, sekalipun unsur-unsur yang dirumuskan 
daam Pasal 385 KUHP terpenuhi oleh perbuatan pelaku, areal tanah 
yang hak penguasaannya digelapkan tidak berarti dengan sukarela 
dikembalikan kepada pemilik.pengosongan tanahnya harus di tempuh 
tersendiri. Dengan dasar keputusan Pengadilan (pidana) yang 
menyatakan pelaku penggelapan bersalah, pemilik tanah harus 
mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk upaya pengosongan, 
kecuali dalam putusan pidananya sekaligus memuat hak keperdataan 
pemilik yang harus dikembalikan kepadanya dengan mengosongkan 
tanah dari penguasaan pelaku atau siapa saja yang memperoleh hak 
daripadanya. Dengan proses yang harus ditempuh melalui jenjang 
pengadilan perdata (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan 
Mahkamah Agung) hingga penguasaan kembali tanah milik seseorang 
yang diserobot pihak lain, lama waktu yang harus di tempuh jauh lebih 
panjang dibandingkan lama waktu yang digunakan penyerobot  
menguasai tanah dimaksud. Oleh karena itu pemilik tanah yang 
sebenarnya cenderung mencari alternative lain yang reatif waktu yang 
diperukan lebih cepat untuk upaya pengosongannya 3. Sebelum 
diterbitkan UU No. 5 tahun 1960 tentang  Peraturan dasar Pokok - 
pokok Agraria  telah lebih dulu ditetapkan ketentuan yang melarang 
setiap orang memakai tanah milik pihak lain tanpa seizin pemilik atau 
kuasanya yang sah. 





 Dalam kasus tindak pidana penggelapan hak atas tanah, selain 
berlaku Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan 
Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya, juga cukup 
banyak alternatif penerapan pasal KUHP yang dapat dikenakan oleh 
penyidik dan penuntut umum terhadap tersangka/terdakwa. 
Kesemuanya itu, tergantung pada perbuatan mana yang secara 
kongkret memenuhi unsur-unsur Pasal Hukum Pidana yang 
dilanggar.Tetapi terhadap kasus penggelapan hak atas tanah yang 
bersertifikat yang terjadi di Kabupaten Kubu Raya, para tersangkanya 
hanya dijerat dengan Pasal 170 KUHP, baik oleh penyidik kepolisian 
maupun jaksa penunut umum. 
 Penyebab mengapa konflik pertanahan menjadi laten di seantero 
Nusantara adalah karena lemahnya substansi hukum yang mengatur 
tindak pidana penyerobotan lahan. Selain lemah, prosedur beracara di 
level penyelidikan dan penyidikan juga sangat merepotkan. Karenanya 
jangan heran jika penggelapan tanah milik warga atau tanah ulayat oleh 
korporasi makin merajalela dan akhirnya menimbulkan konflik horizontal 
yang mematikan.4 
 Lemahnya hukum tindak pidana penggelapan tanah/lahan, 
setidaknya terlihat dalam dua hal. Pertama, logika hukum dari pasal-
pasalnya tidak konsisten satu sama lain dan, kedua, ancaman pasal 
                                                           
4
 Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 32 Tahun 2004.Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 
7.,Nomor 5 PRP Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian TanahTanpa Izin Yang Berhak AtauKuasanya., 




dari tindak pidana bersangkutan sangat rendah dan nyaris tak masuk 
akal. Jadi jangan heran jika masyarakat malas membawa kasus 
demikian ke proses hukum. 
 Bayangkan saja. Jika seseorang menempati tanah milik orang lain 
atau menguasai atau mengganggu tanah milik si A, tanpa izin, 
misalnya, maka si pelaku hanya diancam pidana 3 (tiga) bulan saja 
maksimal dan/atau denda paling banyak Rp.5.000 (lima ribu rupiah). 
Hal ini sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 UU No 
51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin 
yang Berhak atau Kuasanya. 
 Dalam hal tanah yang hendak dikuasai belum bersertifikat, lalu 
tanah yang dikuasai tersebut disewakan oleh si pelaku penggelapan 
hak atas tanah tersebut, atau dibebaninya hak tanggungan, atau dijual, 
atau ditukarkan, maka ancaman pasalnya lebih berat. Tindak pidana 
kategori ini diancam 4 (empat) tahun penjara, sebagaimana ditentukan 
Pasal 385 KUHP. 
 Dengan logika pasal demikian maka seseorang yang berniat jahat 
atau beritikad tidak baik akan enak saja menguasai tanah orang karena 
toh ancaman pasalnya cuma tiga bulan. Nah, bagaimana jika 
penguasaan lahan ini dilakukan sistematis oleh investor besar 




 Kalaupun penggelapan hak atas tanah/lahan demikian dilaporkan ke 
kepolisian maka akan sangat merepotkan. Ilustrasinya begini. 
Penguasaan lahan akan terkait dengan batas-batas tertentu yang pasti 
ukurannya 5. 
 Berdasarkan kenyataan ini, maka sangat menarik untuk penelitian 
dengan judul  :  
“ Tinjauan kriminologis Terhadap Kejahatan Penggelapan 
Hak Atas Tanah di Kabupaten Toraja Utara ( Studi Kasus 
Di Kabupaten Toraja Utara 2012 – 2015)” 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Faktor - faktor .apa yang menyebabkan terjadinya kejahatan 
penggelapan hak atas tanah di kabupaten Toraja Utara 
2. Bagaimana Upaya Penanggulangan terhadap kejahatan tersebut, 
yakni sehubungan dengan kejahatan penggelapan hak atas tanah 
yang terjadi di kabupaten Toraja Utara? 
 
C. Tujuan Penulisan  
1. Untuk mengetahui faktor - faktor apa yang menyebabkan terjadinya 
kejahatan penggelapan hak atas tanah di kabupaten Toraja Utara.  
                                                           





2. Untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangan yang dapat 
dilakukan dalam menyikapi ataupun mencegah terjadinya 
kejahatan penggelapan ha katas tanah yang terjadi di kabupaten 
Toraja Utara. 
 
D. Manfaat penulisan 
1. Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca 
mengenai polemik yang terjadi di bidang pertanahan, khususnya 
pada kasus tindak pidana penggelapan tanah. 
2. Diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi pembaca apabila 
menemukan kasus yang serupa, sehingga dapat menjadi sarana 


















A. Pengertian Kriminologi  
 Kriminologi sebagai ilmu pembantu dalam hukum pidana yang 
memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena 
kejahatan, sebab dilakukannya kejahatan dan upaya yang dapat 
menanggulangi kejahatan, yang bertujuan untuk menekan laju 
perkembangan kejahatan. Seorang antropolog yang berasal dari 
Prancis, bernama Paul Topinard (1830-1911) (Topo Santoso dan Eva 
Achjani Zulfa, 2011: 9), mengemukakan bahwa “Kriminologi adalah 
suatu cabang ilmu yang mempelajari soal-soal kejahatan. Kata 
kriminologi itu sendiri berdasar etimologinya berasal dari dua kata, 
crimen yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu 
pengetahuan.”  
 Kriminologi, sebagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan, pada 
dasarnya sangat tergantung pada disiplin ilmu-ilmu lainnya yang 
mempelajari kejahatan, bahkan dapat dikatakan bahwa keberadaan 
kriminologi itu merupakan hasil dari berbagai disiplin ilmu yang 
mempelajari kejahatan tersebut. Dengan demikian, kriminologi itu 
bersifat “interdisipliner, artinya suatu disiplin ilmu yang tidak berdiri 
sendiri, melainkan hasil kajian dari ilmu lainnya terhadap kejahatan. 
 Asal mula perkembangan kriminologi tidak dapat disangkal berasal 
dari penyelidikan C. Lomborso (1876).Bahkan lomborso menurut 
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Pompe dipandang sebagai salah satu tokoh revolusi dalam sejarah 
hukum pidana, disamping Cesare Baccaria.6 
 Kriminologi termasuk cabang ilmu pengetahuan yang berkembang 
pada tahun 1850 bersama-sama dengan ilmu sosiologi, antropologi, 
dan psikologi.Nama kriminologi pertama kali ditemukan oleh P.Topinard 
(1830-1911), seorang ahli antropologi Prancis.7  
 Intinya adalah bahwa Kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari 
tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P.Topinard 
(1830-1911) seorang ahli antropologi Prancis, secara harfiah 
Kriminologi berasal dari kata “Crimen” yang berarti kejahatan atau 
penjahat dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi 
dapat berarti ilmu yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan. 
Beberapa sarjana memberikan pengertian berbeda terhadap 
kriminologi, Michael dan Adler berpendapat bahwa : kriminologi adalah 
keseluruhan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, 
lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh 
lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para masyarakat.  
 Sedangkan Wood mengatakan :Kriminologi meliputi keseluruhan 
pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang 
bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya 
reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat 8.  
                                                           
6  Romli Atasasmita, 2010, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Refika Aditama., Bandung, Hal 9.  
7 A.S. Alam & Amir Ilyas, 2010, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi, Makassar, Hal 1.   
8
 Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, 2001, Kriminologi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hlm 12.   
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 Selanjutnya Moeljatno berpendapat bahwa Kriminologi adalah 
untuk mengerti apa sebab-sebab sehingga seseorang berbuat jahat. 
Apakah memang karena bakatnya adalah jahat ataukah didorong oleh 
keadaan masyarakat disekitarnya (milieu) baik keadaan sosiologis 
maupun ekonomis.Ataukan ada sebab-sebab lain lagi. Jika sebab-
sebab itu diketahui, maka disamping pemidanaan, dapat diadakan 
tindakan-tindakan yang tepat, agar orang tadi tidak lagi berbuat 
demikian, atau agar orang-orang lain tidak akan melakukannya. Karena 
itulah terutama dinegeri-negeri angelsaks, Kriminologi dibagi menjadi 
tiga bagian:9  
1. Criminal biology, yang menyelidiki dalam diri orang itu sendiri akan 
sebab-sebab dari perbuatannya, baik dalam jasmani maupun rohani. 
2. Criminal sosiologi, yang mencoba mencari sebab-sebab dalam 
lingkungan masyarakat dimana penjahat itu berbeda (dalam 
milieunya).  
3. Criminal policy, yaitu tindakan-tindakan apa yang disekitarnya harus 




                                                           
9 Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta., Jakarta, Hal 14.   
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Menurut A.S. Alam ruang lingkup pembahasan kriminologi meliputi tiga 
hal pokok, yaitu : 10  
1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (making laws). 
Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (process of 
making laws) meliputi :  
1) Definisi kejahatan  
2) Unsur-unsur kejahatan  
3) Relativitas pengertian kejahatan  
4)  Penggolongan kejahatan  
5) Statistik kejahatan  
2. Etiologi kriminal, yang membahas yang membahas teori-teori yang 
menyebabkan terjadinya kejahatan (breaking of laws). Sedangkan 
yang dibahas dalam etiologi kriminal (breaking of laws) meliputi :  
1) Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi  
2) Teori-teori kriminologi  
3) Berbagai perspektif kriminologi  
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum, (reacting toward the breaking 
of laws). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada 
pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi 
terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan 
kejahatan (criminal prevention). Selanjutnya yang dibahas dalam 
                                                           
10
 A.S. Alam & Amir Ilyas, 2010, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi, Makassar, Hal 1-2   
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bagian ketiga adalah perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar 
hukum (Reacting Toward the Breaking laws) meliputi :  
1) Teori-teori penghukuman  
2) Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan baik 
berupa tindakan pre-emtif, preventif, represif, dan rehabilitatif.  
Secara umum dapat disimpulkan bahwa kriminologi mempelajari 
tentang kejahatan yaitu norma-norma yang ada dalam peraturan 
pidana, yang kedua yaitu mempelajari pelakunya yang sering disebut 
penjahat. Dan yang ketiga bagaimana tanggapan atau reaksi 
masyarakat terhadap gejala-gejala yang timbul dalam masyarakat. 
 
B. Pengertian Kejahatan.  
 Kejahatan adalah suatu persoalan yang selalu melekat dimana 
masyarakat itu ada. Kejahatan selalu akan ada seperti penyakit dan 
kematian yang selalu berulah seperti halnya dengan musim yang 
berganti-ganti dari tahun ketahun. Segala daya upaya dalam 
menghadapi kejahatan dapat menekan atau mengurangi meningkatnya 
jumlah kejahatan dan memperbaiki penjahat agar dapat kembali 
sebagai warga masyarakat yang baik. Kejahatan adalah suatu nama 
atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan 
tertentu sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian, maka si pelaku 
disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari manusia, 
15 
 
sehingga ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung 
pada manusia yang memberikan penilaian itu.  
 Tentang definisi dari kejahatan itu sendiri tidak terdapat kesatuan 
pendapatdiantara para sarjana, R. Soesilo membedakan pengertian 
kejahatan secara yuridisdan pengertian kejahatan secara 
sosiologis.Ditinjau dari segi yuridis, pengertiankejahatan adalah suatu 
perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang- undang. 
Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan 
adalahperbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, 
juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya 
keseimbangan, ketentraman dan ketertiban. 11  
 Selanjutnya adapun beberapa definisi kejahatan menurut beberapa 
pakar :12  
1. J.M. Bemmelem memandang kejahatan sebagai suatu tindakan 
anti sosial yang menimbulkan kerugian, ketidakpatutan dalam 
masyarakat, sehingga dalam masyarakat terdapat kegelisahan, dan 
untuk menentramkan masyarakat, negara harus menjatuhkan 
hukuman kepada penjahat.  
2. M.A. Elliot mengatakan bahwa kejahatan adalah suatu problem 
dalam masyarakat modem atau tingkah laku yang gagal dan 
                                                           
11 Syahruddin, 2003, Kejahatan dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya, Fakultas Hukum 
Universitas Sumatera Utara, Hal 1   
12 Ibid, Hal 2-3   
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melanggar hukum dapat dijatuhi hukurnan penjara, hukuman mati 
dan hukuman denda dan seterusnya.  
3.  W.A. Bonger mengatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan 
yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar 
dari negara berupa pemberian penderitaan.  
4.  Paul Moedikdo Moeliono kejahatan adalah perbuatan 
pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan 
masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan 
sehingga tidak boleh dibiarkan (negara bertindak).  
5. J.E. Sahetapy dan B. Marjono Reksodiputro dalam bukunya 
“Paradoks Dalam Kriminologi” menyatakan bahwa, kejahatan 
mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan 
penamaan yang relatif, mengandung variabilitas dan dinamik serta 
bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun 
pasif), yang dinilai oleh sebagian mayoritas atau minoritas 
masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial, suatu 
pemerkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaan hukum 








C. Jenis Kejahatan.  
 Kejahatan dapat digolongkan atas beberapa penggolongan sebagai 
berikut : 
1. Penggolongan kejahatan yang didasarkan pada motif pelaku. Hal 
ini dikemukakan menurut pandangan Bonger 13  sebagai berikut :  
a) Kejahatan ekonomi (economic crimes), misalnya 
penyelundupan.  
b) Kejahatan seksual (economic crimes), misalnya perbuatan zina, 
Pasal 284 KUHP.  
c) Kejahatan politik (politic crimes), misalnya pemberontakan 
Partai Komunis Indonesia, DI /TII dan lain sebagainya.  
d) Kejahatan diri (moscellaneus crimes), misalnya penganiayaan 
yang motifnya dendam.   
2. Penggolongan kejahatan yang didasarkan kepada berat ringannya 
suatu ancaman pidana yang dapat dijatuhkan, yaitu:  
a) Kejahatan, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam 
Buku II KUHP, seperti pembunuhan, pencurian dan lain-lain.  
b) Pelanggaran, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam 
Buku III KUHP, misalnya saksi di depan persidangan memakai 
jimat pada waktu ia harus memberikan keterangan dengan 
sumpah, dihukum dengan hukuman kurung selama-lamanya 10 
hari dan denda Rp. 750,-  
                                                           
13
 A.S Alam, 1985, Kejahatan dan Sistem Pemidanan, Fakultas Hukum, UNHAS, Ujung Pandang, Hal 5.   
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c) Penggolongan kejahatan untuk kepentingan statistik, oleh 
sebagai berikut :  
1) Kejahatan terhadap orang (crimes against person), misalnya 
pembunuhan, penganiayaan dan lain-lain.  
2) Kejahatan terhadap harta benda (crimes against property), 
misalnya pencurian, perampokan dan lain-lain.  
3) Kejahatan terhadap kesusilaan umum (crimes against 
piblicdecency), misalnya perbuatan cabul.  
3. Penggolongan kejahatan untuk membentuk teori. Penggolongan 
didasarkan akan adanya kelas-kelas kejahatan dan beberapa 
menurut proses penyebab kejahatan itu, yaitu cara melakukan 
kejahatan teknik-teknik dan organisasinya dan timbul kelompok-
kelompok yang mempunyai nilai-nilai tertentu.  
 Kelas-kelas tersebut sebagaimana ditulis oleh A.S. Alam sebagai 
berikut : 14 
a) Profesional crimes, yaitu kejahatan yang dilakukan sebagai mata 
pencaharian tetapnya dan mempunyai keahlian tertentu untuk 
profesi itu, misalnya pemalsuan uang, tanda tangan dan pencopet.  
b) Organized crimes, yaitu suatu kejahatan yang terorganisir, misalnya 
pemerasan , perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang.  
c) Occasional crimes, yaitu suatu kejahatan karena adanya suatu 
kesepakatan, misalnya pencurian di rumah secara bersama.  
                                                           
14 A.S Alam, 1985, Kejahatan dan Sistem Pemidanaan, Fakultas Hukum, UNHAS, Ujung Pandang, Hal 7.   
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4. Penggolongan kejahatan yang dilakukan oleh nilai-nilai sosiologi 
yang dikemukakan oleh 15 sebagai berikut :  
a. Violent personal crimes, yaitu kejahatan kekerasan terhadap 
orang, misalnya pembunuhan (murder), pemerkosaan (rape) 
dan penganiayaan (assault).  
b. Occasional property crimes, yaitu kejahatan harta benda karena 
kesepakatan, misalnya pencurian kendaraan bermotor, 
pencurian di toko-toko besar.  
c. Occupational crimes, yaitu kejahatan karena kedudukan atau 
jabatan, misalnya korupsi. 
d. Politic crimes, yaitu kejahatan politik, misalnya pemberontakan 
sabotase, perang gerilya dan lain-lain.  
e. Public order crimes,yaitu kejahatan terhadap ketertiban umum 
yang biasa disebut dengan kejahatan tanpa korban, misalnya 
pemabukan, wanita melacurkan diri. 
f. Convensional crimes, yaitu kejahatan konvensional, misalnya 
perampokan (robbory), pencurian kecil-kecilan (larceny), dan 
lain-lain. 
g. Organized crimes, yaitu kejahatan yang terorganisir, misalnya 
perdagangan wanita untuk pelacuran, perdagangan obat bius.  
h. Professional crimes, yaitu kejahatan yang dilakukan sebagai 
profesinya, misalnya pemalsuan uang, pencopet, dan lain-lain.  
                                                           
15 Ibid, Hal 7.   
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 Selanjutnya untuk mengetahui kejahatan yang terjadi di 
masyarakat, diperlukan adanya statistik kejahatan. Statistik kejahatan 
merupakan statistik yang paling sempurna. 
 Adapun hal-hal yang menyebabkan kesulitan di dalam menyusun 
statistik kejahatan adalah sebagai berikut : 16   
a. Tidaklah mungkin mengetahui dengan pasti jumlah kejahatan yang   
terjadi di dalam setiap daerah peradilan pada suatu waktu tertentu.  
b. Kadang-kadang suatu tindakan dicap sebagai kejahatan, sebaliknya 
bukan kejahatan oleh peneliti lain.  
c. Merupakan kenyataan sehari-hari bahwa banyak kejahatan yang 
terjadi tanpa diketahui oleh yang berwenang.  
D. Pengertian Penggelapan hak atas tanah 
 Penggelapan hak atas tanah bukanlah suatu hal yang baru dan 
terjadi di Indonesia. Kata penggelapan hak atas tanah sendiri dapat 
diartikan dengan perbuatan mengambil hak atau harta dengan 
sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan 
aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain, yang bukan 
merupakan haknya. Tindakan penguasaan tanah secara tidak sah 
merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan 
sebagai suatu tindak pidana. Seperti kita ketahui, tanah merupakan 
salah satu aset yang sangat berharga, mengingat harga tanah yang 
                                                           
16 ibid, Hal 9.   
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sangat stabil dan terus naik seiring dengan perkembangan zaman 17. 
Penguasaan tanah yang tidak sah dapat merugikan siapapun terlebih 
lagi apabila tanah tersebut dipergunakan untuk kepentingan usaha. 
Terdapat bermacam-macam permasalahan penyerobotan tanah secara 
tidak sah yang sering terjadi, seperti pendudukan tanah secara fisik, 
penggarapan tanah, penjualan suatu hak atas tanah, dan lain-lain. 
 Di dalam Pasal 2 Undang - Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 
tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa IzinYang Berhak Atau 
Kuasanya (UU No 51 PRP 1960) menyatakan bahwa pemakaian tanah 
tanpa izin dariyang berhak maupun kuasanya yang sah adalah 
perbuatan yang dilarang, dan dapat diancam dengan hukuman pidana 
kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan, atau denda sebanyak-
banyaknya Rp 5.000 (lima ribu Rupiah) sebagaimana diatur dalam 
Pasal 6 UU No 51 PRP 1960. 
 Adapun tindakan yang dapat dipidana sesuai dengan Pasal 6 UU 
No 51 PRP 1960 adalah (i) barangsiapa yangmemakai tanah tanpa izin 
yang berhak atau kuasanya yang sah, (ii) barangsiapa yang 
menggangu pihak yangberhak atau kuasanya yang sah di dalam 
menggunakan suatu bidang tanah, (iii) barangsiapa 
menyuruh,mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan 
maupun tulisan untuk memakai tanah tanpa izin dariyang berhak atau 
kuasanya yang sah, atau mengganggu yang berhak atau kuasanya 





dalam menggunakan suatu bidang tanah, dan (iv) barangsiapa 
memberi bantuan dengan cara apapun untuk memakai tanah tanpa izin 
dari yang berhak atau kuasanya yang sah, atau mengganggu pihak 
yang berhak atau kuasanya dalam menggunakan suatu bidang tanah. 
 Pasal-pasal lain yang juga sering dipergunakan dalam tindak 
pidana penggelapan hak atas tanah adalah Pasal 385 ayat (1) Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ancaman pidana 
paling lama empat tahun,dimana barangsiapa dengan maksud untuk 
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, 
menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband suatu 
hak tanah yang belum bersertifikat, padahal ia tahu bahwa orang lain 
yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atau turut mempunyai 
hak atasnya.  
 Sanksi hukum terhadap tindak pidana penggelapan hak atas tanah 
dapat didasarkan pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 
PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang 
Berhak Atau Kuasanya (UU No 51 PRP 1960 ) menyatakan bahwa 
pemakaian tanah tanpa izin dari yang berhak maupun kuasanya yang 
sah adalah perbuatan yang dilarang, dan dapat diancam dengan 
hukuman pidana  kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan, atau denda 
sebanyak-banyaknya Rp 5.000 (lima ribu Rupiah) 18 sebagaimana 
diatur dalam Pasal 6 UU No 51 PRP 1960. Ketentuan Pasal 6 UU No 
                                                           
18
 Undang - Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa IzinYang Berhak 
Atau Kuasanya (UU No 51 PRP 1960). 
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51 PRP 1960 adalah (i) barang siapa yang memakai tanah tanpa izin 
yang berhak atau kuasanya yang sah, (ii) barang siapa yang 
menggangu pihak yang berhak atau kuasanya yang sah di dalam 
menggunakan suatu bidang tanah, (iii) barang siapa menyuruh, 
mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan maupun tulisan 
untuk memakai tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang 
sah, atau mengganggu yang berhak atau kuasanya dalam 
menggunakan suatu bidang tanah, dan (iv) barang siapa memberi 
bantuan dengan cara apapun untuk memakai tanah tanpa izin dari yang 
berhak atau kuasanya yang sah, atau mengganggu pihak yang berhak 
atau kuasanya dalam menggunakan suatu bidang tanah. 
 Selain itu dapat pula diterapkan ketentuan Pasal 385 KUHP, di 
mana Pasal tersebut merupakan satu-satunya pasal yang mengatur 
tentang kejahatan yang berkaitan langsung dengan kepemilikan tanah, 
dan pasal tersebut menyatakan : Diancam dengan pidana penjara 
paling lama 4 (empat) tahun19 terhadap barang siapa dengan maksud 
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, 
menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband sesuatu 
hak atas tanah Indonesia sesuatu gedung bangunan, penanaman atau 
pembenihan di atas tanah dengan hak indonesia, padahal diketahui 
bahwayang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah 
orang lain. 
                                                           
19 Kitab undang – undang hukum pidana pasal 385 KUHP 
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 Berhubungan dengan hak tadi sudah digadaikan : dan barang 
siapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan 
tanah dengan hak indonesia, padahal diketahui bahwa orang lain yang 
mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu. Faktor-faktor 
yang mendorong terjadinya tindak pidana penyerobotan tanah adalah 
kurangnya kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum atas hak 
pemilikan atau penguasaan tanah di kalangan masyarakat; nilai sosial 
ekonomi tanah korelasinya dengan perkembangan suatu kawasan; 
adanya pihak yang mempunyai motif- motif tertentu terhadap tanah 
yang dianggap tidak mempunyai perlindungan hukum,dan lemahnya 
kinerja instansi pertanahan yang menyebabkan muncul kasus- kasus 
pemalsuan sertifikat tanah. 
 Selain hal itu kasus yang terjadi dalam masalah tanah yaitu adanya 
pengusaan fisik oleh orang atau pihak lain terhadap objek tanah di 
mana pemilik objek tanah tersebut sebenarnya merupakan pihak yang 
sah menurut hukum sebagai pemiliknya karena memiliki sertifikat hak 
milik atas objek tanah tersebut namun pemilik yang sah tersebut 
menerlatarkan tanah tersebut sehingga digarap orang dan ini 
berlangsung lama sampai terjadi penggarap sudah mewariskan tanah 
garapannya kepada anak cucunya dan inilah yang terjadi pada kasus 
penyerobotan tanah di Bojong Kaso pada tahun 1998. 20  
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 Penyelesaian terhadap tindak pidana penggelapan hak atas t tanah 
dapat diselesaikan dengan menempuh upaya penegakan hukum oleh 
pihak yang merasa dirugikan baik secara pidana, perdata ataupun 
secara tata usaha Negara apabila pihak yang merasa dirugikan telah 
mempunyai bukti kepemilikan atas tanah sebagai alat bukti yang kuat, 
apabila pemegang hak atas tanah belum memiliki bukti kepemilikan 
agar segera mengurus bukti kepemilikan atas tanah yang dimiliki dan 
setelah memiliki surat bukti kepemilikan agar tidak menerlantarkan 
tanahnya dan selalu melihat objek tanah secara berkala. 
 Karena salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya suatu 
tindak pidana penggelapan hak atas tanah adalah kurangnya 
kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum atas hak pemilikan 
atau penguasaan tanah di kalangan masyarakat; nilai sosial ekonomi 
tanah korelasinya dengan perkembangan suatu kawasan; adanya pihak 
yang mempunyai motif- motif tertentu terhadap tanah yang dianggap 
tidak mempunyai perlindungan hukum, dan lemahnya kinerja instansi 
pertanahan yang menyebabkan muncul kasus- kasus pemalsuan 
sertifikat tanah. Selain hal itu kasus yang terjadi dalam masalah tanah 
yaitu adanya pengusaan fisik oleh orang atau pihak lain terhadap objek 
tanah di mana pemilik objek tanah tersebut sebenarnya merupakan 
pihak yang sah menurut hukum sebagai pemiliknya karena memiliki 
sertifikat hak milik atas objek tanah tersebut namun pemilik yang sah 
tersebut menerlatarkan tanah tersebut sehingga digarap orang dan ini 
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berlangsung lama sampai terjadi penggarap sudah mewariskan tanah 
garapannya kepada anak cucunya dan inilah yang terjadi pada kasus 
penguasaan tanah tanpa izin yang berhak  tanah di Bojong Kaso pada 
tahun 1998. Penyelesaian terhadap tindak pidana penguasaan tanah 
tanpa izin pemilik yang berhak, tanah dapat diselesaikan dengan 
menempuh upaya penegakan hukum oleh pihak yang merasa dirugikan 
baik secara pidana, perdata ataupun secara tata usaha Negara apabila 
pihak yang merasa dirugikan telah mempunyai bukti kepemilikan atas 
tanah sebagai alat bukti yang kuat, dan apabila pemegang hak atas 
tanah belum memiliki bukti kepemilikan agar segera mengurus bukti 
kepemilikan atas tanah yang dimiliki dan setelah memiliki surat bukti 
kepemilikan agar tidak menerlantarkan tanahnya dan selalu melihat 
objek tanah secara berkala. 
E. Jenis - Jenis Kejahatan Penggelapan Hak Atas Tanah 
 Jenis kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana 
penggelapan hak atas tanah adalah:21 
1. Menjual tanah yang  bersertifikat hak milik orang lain: Apabila 
perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang, yakni dengan 
menjual tanah ataupun sebidang tanah yang dketahui  hak 
diatasnya adalah orang lain maka dapat dikategorkan melakukan 
suatu tindak pidana penguasaan tanah secara tidak sah. 






2. Menukarkan tanah yang merupakan hak milik orang lain: Apabila 
perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang, yakni dengan 
menukarkan tanah yang diketahui diatasnya merupakan hak milik 
orang lain. dengan benda ataupun harta lainnya, maka dapat di 
golongkan melakukan suatu tindak pidana penguasaan tanah 
secara tidak sah. 
3. Menggadaikan atau menjaminkan tanah  yang merupakan hak milik 
orang lain:  apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang 
terhadap tanah yang merupakan hak milik orang lain yakni dengan 
menggadaikan atau menjaminkan tanah tersebut  terhadap orang 
lainnya tanpa sepengetahuan pemilik yang sebenarnya, dapat di 
kategorikan melakukan suatu perbuatan penguasaan tanah secara 
tidak sah. 
4. Menempatkan atau menyimpan suatu barang diatas tanah hak milik 
orang lain: Apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang, 
dengan melakukan suatu perbuatan menyimpan atau 
menempatkan suatu barang atau benda diatas tanah yang 
diketahui merupakan hak milik orang lain, ataupun tanpa izin dari 
pemilik sebenarnya atau pemilik lainnya maka dapat dikategorikan 
melakukan suatu tindak pidana peguasaan tanah tidak secara tidak 
sah. 
5. Mendirikan suatu bangunan diatas tanah hak milik orang lain: 
Apabila perbuatan tersebut dilakuakan oleh seseorang, yakni 
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mendirikan suatu bangunan atau gedung yang diketahui tanah 
tersebut merupakan hak milik orang lain dan tanpa sepengetahuan 
pemilik yang sebenarnya, maka dapat digolongkan melakukan 
suatu tindak pidana penguasaan tanah secara tidak sah. 
F. Pasal - pasal yang terkait dengan tindak pidana penggelapan hak 
atas tanah :  
     A). PASAL 385 KUHP 
     Diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun : 
ke-1 barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau 
membebani dengan crediet verband sesuatu hak tanah Indonesia, 
sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas 
tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa yang 
mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain 
ke-2 barangsiapa dengan maksud yang sama menjual, menukarkan 
atau membebani dengan crediet verband sesuatu hak tanah 
Indonesia yang telah dibebani crediet verband, atau sesuatu 
gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah 
yang juga telah dibebani demikian, tanpa memberitahukan tentang 
adanya beban itu kepada pihak yang lain ; 
ke-3 barangsiapa dengan maksud yang sama mengadakan crediet 
verband mengenai sesuatu hak tanah Indonesia, dengan 
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menyembunyikan kepada pihak lain, bahwa tanah yang 
berhubungan dengan hak tadi sudah digadaikan. 
ke-4 barangsiapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau 
menyewakan tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui 
bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas 
tanah itu. 
ke-5 barangsiapa dengan maksud yang sama, menjual atau 
menukarkan tanah dengan hak Indonesia yang telah digadaikan, 
padahal tidak diberitahukan kepada pihak yang lain, bahwa tanah 
itu telah digadaikan 
ke-6 barangsiapa dengan maksud yang sama, menjual atau 
menukarkan tanah dengan hak Indonesia untuk suatu masa, 
padahal diketahui, bahwa tanah itu telah disewakan kepada orang 
lain untuk masa itu juga. 
 
PENAFSIRAN UNSUR-UNSUR PASAL 385 ke-4 KUHP  
KUHP terjemahan Prof. Moeljatno, SH ; Jakarta : Bumi Aksara, 1999. 
Pasal 385 ke-4 KUHP terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut : 
1) barangsiapa 
2) dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain 
3) secara melawan hukum  
4) menggadaikan atau menyewakan  
5) tanah dengan hak Indonesia 
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6) padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut 
mempunyai hak atas tanah itu.   
 Adapun undang  - undang yang terkait dengan pasal diatas adalah  
 Tindakan yang dapat dipidana sesuai dengan Pasal 6 UU No 51 PRP 
1960 yaitu: 
A. barangsiapa yang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau 
kuasanya yang sah,  
B. barangsiapa yang menggangu pihak yang berhak atau kuasanya 
yang sah di dalam menggunakan suatu bidang tanah,  
C. barangsiapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan 
dengan lisan maupun tulisan untuk memakai tanah tanpa izin dari 
yang berhak atau kuasanya yang sah, atau mengganggu yang 
berhak atau kuasanya dalam menggunakan suatu bidang tanah,  
D. barangsiapa memberi bantuan dengan cara apapun untuk 
memakai tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang 
sah, atau mengganggu pihak yang berhak atau kuasanya dalam 
menggunakan suatu bidang tanah. 
 
B). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51/Prp/TAHUN 
1960 TENTANG LARANGAN PEMAKAIAN TANAH TANPA IZIN 
YANG BERHAK ATAU KUASANYA : 
Presiden Republik Indonesia, Anotasi: 
1.   Dengan ini dicabut : 
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a. Ordonantie “Onrechtmatige occupatie van gronden” (S. 1948-110) 
b. Undang-undang Darurat Nomor 8 Tahun 1954 dan Nomor 1 Tahun 
1956 (LN. 1954-65 dan LN. 1956-45); 
2. Dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961, LN. 1961-3, Perpu ini 
disahkan menjadi Undang-undang. 
    Mengingat: 
a. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 
b. Undang-undang Pokok agraria (UU No. 5 tahun 1960). 
Pasal 1 
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 
1. Tanah ialah : 
a. tanah yang langsung dikuasai oleh Negara 
b.  tanah yang tidak termasuk huruf a yang dipunyai dengan sesuatu 
hak oleh perseorangan atau badan hukum.  
2. Yang berhak :ialah jika mengenai tanah yang termaksud dalam: 
1a. Negara dalam hal ini Menteri Agraria atau pejabat yang 
ditunjuknya, 
1b. Orang atau badan hukum yang berhak atas tanah itu. 
   3. Memakai tanah : ialah menduduki, mengerjakan dan/atau menguasai 
sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan di atasnya, 
dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan 
sendiri atau tidak; 
  4.  Penguasa Daerah ialah : 
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a. untuk daerah-daerah yang tidak berada dalam keadaan bahaya 
seperti yang dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 
23/Prp/Tahun 1959 (LN.1969-139):”Bupati atau Walikota/Kepala 
Daerah yang bersangkutan, sedang untuk Daerah Swatantra 
Tingkat I Jakarta Raya: Gubernur / Kepala   Daerah Jakarta Raya”. 
b. Untuk daerah-daerah yang berada dalam keadaan bahaya dengan 
tingkatan keadaan darurat sipil, adrurat militer atau keadaan 
perang, masing-masing Penguasa Darurat Sipil Daerah, Penguasa 
Darurat Militer Daerah atau Penguasa Perang Daerah yang 
bersangkutan, seperti yang dimaksudkan dalam Undang-undang 
Nomor 23/Prp/Tahun 1959 (LN. 1969-139). 
 Pasal 2 
Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang 
sah 
Pasal 3 
1. Penguasa Daerah dapat mengambil tindakan-tindakan untuk 
menyelesaikan pemakaian tanah yang bukan perkebunan dan 
bukan hutan tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, yang 
ada di daerahnya masing-masing pada suatu waktu. 
2. Penyelesaian tersebut pada ayat (1) Pasal ini diadakan dengan 





 Pasal 4 
1. Dalam rangka menyelesaikan pemakaiaan tanah sebagai yang 
dimaksudkan Pasal 3, maka Penguasa Daerah dapat 
memerintahkan kepada yang memakainya untuk mengosongkan 
tanah yang bersangkutan dengan segala barang dan orang yang 
menerima hak daripadanya. 
2. Jika setelah berlakunya tenggang waktu yang ditentukan di dalam 
perintah pengosongan tersebut pada ayat (1) Pasal ini perintah itu 
belum dipenuhi oleh yang bersangkutan, maka Penguasa Daerah 
atau pejabat yang diberi perintah olehnya melaksanakan 
pengosongan itu atas biaya pemakai tanah itu sendiri. 
 Pasal 5 
1. Pemakaian tanah-tanah perkebunan dan hutan yang menurut 
Undang-undang Nomor 8/Drt/Tahun 1954 (LN. 1954-65) jo. 
Undang-undang Nomor 1/Drt/Tahun 1956 (LN. 1956-45) harus 
diselesaikan, dan yang pada tanggal mulai berlakunya Undang-
undang ini belum diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan dalam 
Undang-undang tersebut, selanjutnya akan diselesaikan menurut 
ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Agraria, setelah 
mendengar Menteri Pertanian. 
2. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam ayat (1) 
Pasal ini, maka Menteri Agraria dengan mendengar Menteri 
Pertanian, dapat pula mengambil tindakan-tindakan untuk 
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menyelesaikan pemakaian   tanah -tanah perkebunan dan hutan 
tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, yang dimulai sejak 
tanggal 12 Juni 1954. 
3. Di dalam rangka menyelesaikan pemakaian tanah-tanah 
perkebunan dan 
hutan itu Menteri Agraria dan instansi yang ditunjuknya mempunyai 
wewenang pula sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4. 
4. Didalam menggunakan wewenangnya sebagai yang dimaksud 
dalam Pasal ini, maka mengenai penyelesaian pemakaian tanah-
tanah perkebunan dan hutan itu Menteri Agraria harus 
memperhatikan kepentingan rakyat pemakai tanah yang 
bersangkutan, kepentingan penduduk lainnya di daerah tempat 
letaknya perusahaan kebun dan luas tanah yang diperlukan 
perusahaan itu untuk menyelenggarakan, dengan ketentuan, 
bahwa terlebih dahulu harus diusahakan tercapainya penyelesaian 
dengan jalan musyawarah dengan pihak-pihak yang bersangkutan. 
Pasal 6 
1. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Pasal 3, 4 
dan 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-
lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda senayak-banyaknya Rp 
5.000,00 (lima ribu rupia): 
a. barangsiapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasa 
yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah-tanah 
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perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan 
diselesaikan menurut Pasal 5 ayat (1); 
b. Barangsiapa menggangu yang berhak atau kuasanya yang sah 
didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah; 
c. Barang siapa menyuruh, mengajak, membujuk atau 
menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan 
perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 2 atau huruf b dari ayat 
(1) Pasal ini; 
d. Barang siapa memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk 
melakukan perbuatan tersebut pada Pasal 2 atau huruf b dari 
ayat 
(1) Pasal ini. 
2. Ketentuan-ketentua mengenai penyelesaian yang diadakan oleh 
Menteri Agraria dan Penguasa Daerah sebagai yang dimaksud 
dalam Pasal 3 dan 5 dapat memuat ancaman pidana dengan 
hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda 
senayak-banyaknya Rp 5.000,00 (lima ribu rupia) terhadap siapa 
yang melanggar atau tidak memenuhinya. 
3. Tindak pidana tersebut dalam Pasal ini adalah pelanggaran 
 Pasal 7 
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 1960 
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 1960 
 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1960 NOMOR 158 
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      Adapun perundang-undangan danperaturan-peraturan yang mengatur 
tanah antara lain : 
1. Undang-undang No.5 tahun 1960 tanggal 24-9-1960 (Lembaran 
Negara No. tahun 1960 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 2043) tentang Pokok Agraria. 
2. Undang-undang No.5l/Prp tahun 1960 tanggal 14-12-1960 nomor 
198,(Tambahan Lembaran Negara nomor 2106) tentang Larangan 
Pemakaian Tanah Tanpa Ijin. 
3. Undang-undang No.20 tahun 1961 tanggal 26-9-1961 Lembaran 
Negara nomor 288, Tambahan Lembaran Negara nomor 2324) 
tentang Pencabutan hak-hak atas benda-benda yang ada 
diatasnya. 
4. Undang-undang No.24 tahun 1992 (Lembaran Negara tahun 1992 
nomor 115, Tambahan Lembaran Negara nomor 3501) tentang 
Penataan ruang. 
5. Peraturan Pemerintah No.8 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 
1953 , Lembaran Negara tahun 1953 nomor 14, Tambahan 
Lembaran Negara nomor 362) tentang Penguasaan tanah-tanah 
negara. 
6. Peraturan Pemerintah No.224 tahun 1961 tanggal 19-9-1961, 
tentang Pelaksanaan pembagian tanah dan ganti rugi. 
7. Peraturan Pemerintah No.28 tahun 1977 tanggal 25-7- 1977, 
tentang Perwakafan tanah milik. 
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8. Keputusan Presiden No.33 tahun 1990 tanggal 25-7- 1990,tentang 
Penggunaan tanah bagi pembangunan kawasan industri. 
Penguasaan dilandasi hak, yang dilindungi oleh hukum dan umumnya 
memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara 
fisik tanah yang di haki. Tetapi ada juga penguasaan yuridis yang, 
biarpun memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang di haki 
secara fisik, pada kenyataan penguasaan fisiknya dilakukan pihak lain. 
 Misalnya kalau tanah yang dimiliki disewakan kepada pihak lain 
dan penyewa yang menguasainya secara fisik atau tanah tersebut 
dikuasai secara fisik oleh pihak lain tanpa hak. Dalam hal ini pemilik 
tanah berdasarkan hak yuridisnya, berhak untuk menuntut 
diserahkannya kembai tanah yang bersangkutan secara fisik 
kepadanya. 
 Dalam hukum tanah dikenal juga penguasaan yuridis yang tidak 
memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang bersangkutan 
secara fisik. Kreditur pemegang hak jaminan atas tanah mempunyai 
hak penguasaan yuridis atas tanah yang dijadikan anggunan, tetapi 
penguasaannya secara fisik tetap ada pada yang mempunyai tanah. 
G. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan dan Upaya 
Penanggulangannya. 
1.  Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan  
   Dalam perkembangannya tentang kejahatan atau kriminologi terus 
menimbulkan berbagai pendapat dari berbagai pakar kriminologi dan 
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pakar ilmu hukum. Setidaknya berikut ini akan dikemukakan beberapa 
penyebab kejahatan : 22 
1. Anomie (ketiadaan norma) atau strain (ketegangan).  
2. Cultural Deviance(penyimpangan budaya).  
3. Social Control (kontrol sosial). 
a)  Teori Anomie  
 Teori anomie dan penyimpangan budaya memusatkan perhatian 
pada kekuatan-kekuatan sosial (social force) yang menyebabkan orang 
melakukan aktivitas kriminal.Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan 
tingkah laku kriminal saling berhubungan.Pada penganut teori anomie 
beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti 
seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah 
yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah 
keberhasilan dalam ekonomi. Karena orang-orang kelas bawah tidak 
mempunyai sarana-sarana yang sah (legitimate means) untuk 
mencapai tujuan tersebut seperti gaji tinggi, bidang usaha yang maju 
dan lain-lain, mereka menjadi frustasi dan beralih menggunakan 
sarana-sarana yang tidak sah (illegitimate means).  
b) Teori Cultural Deviance  
 Sangat berbeda dengan teori itu, teori penyimpangan budaya 
mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki seperangkat 
nilai-nilai yang berbeda, yang cenderung konflik dengan nilai-nilai kelas 
                                                           




menengah. Sebagai konsekuensinya, manakalah orang-orang kelas 
bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah 
melanggar norma-norma konvensional dengan cara mencuri, 
merampok dan sebagainya.  
c) Teori Social Control  
 Sementara itu pengertian teori kontrol sosial merujuk kepada 
pembahasan delinquency dan kejahatan yang dikaitkan dengan 
variable-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, 
pendidikan dan kelompok domain.  
 Faktor-faktor yang berperan dalam timbulnya kejahatan, Walter 
Lunden berpendapat bahwa gejala yang dihadapi negara-negara yang 
sedang berkembang adalah sebagai berikut:  
a. Gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota-kota jumlahnya 
cukup besar dan sukar dicegah.  
b. Terjadi konflik antara norma adat pedesaan tradisional dengan 
norma-norma baru yang tumbuh dalam proses dan pergeseran 
sosial yang cepat, terutama di kota-kota besar.  
c. Memudarkan pola-pola kepribadian individu yang terkait kuat 
padapola kontrol sosial tradisionalnya, sehingga anggota 
masyarakat terutama remajanya menghadapi „samarpola‟ 





2. Teori Penanggulangan Kejahatan  
 Kejahatan merupakan suatu bentuk penyimpangan yang terjadi 
dimasyarakat. Seseorang melakukan kejahatan pastilah 
dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sehingga mereka melakukan hal 
tersebut. Negara sebagai organisasi kekuasaan pastilah akan 
memberikan sanksi kepada mereka yang melakukan kejahatan. Ini 
dilakukan dengan membuat sebuah regulasi terhadap larangan 
melakukan kejahatan. Sanksi yang diberikan kepada mereka biasanya 
berupa nestapa (penderitaan) seperti hilangnya hak kemeredekaan 
mereka atau dipenjara. Ini merupakan suatu bentuk penanggulangan 
kejahatan yang dilakukan oleh negara agar menciptakan kehidupan 
yang aman dan tentram. Secara teori ada beberapa cara dalam 
melakukan upaya penanggulangan kejahatan : 
1. Upaya Preventif  
Preventif adalah upaya pencegahan yang dilakukan agar kejahatan 
tidak terjadi.Karena seperti yang kita ketahui bersama kejahatan 
merupakan suatu fenomena kompleks yang terjadi disekeliling kita 
dan sangat meresahkan masyarakat. Dibandingkan upaya represif, 
upaya preventif jauh lebih baik karena sebelum terjadinya kejahatan, 
upaya-upaya tersebut dipikirkan agar bagaimana kejahatan tersebut 
tidak terjadi. Banyak cara yang dilakukan untuk bagaimana 
kejahatan tersebut tidak terjadi, salah satunya melakukan sosialisi 
tentang suatu peraturan perundang-undangan bahwa apabila 
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seseorang melakukan kejahatan akan diancam dengan sanksi 
pidana yang dapat membuat mereka dipenjara. Karena landasan 
tersebut masyarakat merasa takut untuk melakukan kejahatan. 
 Kemudian juga, seperti yang kita ketahui bersama, salah satu 
faktor terjadinya kejahatan karena kesenjangan sosial, yaitu 
banyaknya angka kemiskinan didaerah tersebut sehingga upaya-
upaya yang dilakukan, seperti pemerintah atau pemerintah daerah 
membuka suatu lapangan kerja bagi mereka agar tidak melakukan 
hal-hal yang menyimpang, dan masih banyak lagi upaya-upaya 
preventif yang dapat dilakukan agar kejahatan tersebut tidak terjadi.  
2. Upaya Represif  
Represif biasa disebut dengan upaya tindakan atau 
penanggulangan, dalam arti bahwa ketika kejahatan itu telah terjadi, 
upaya-upaya apa yang harus dilakukan agar setelah seseorang 
melakukan kejahatan mereka tidak melakukannya lagi. Hal demikian 
biasanya dilakukan seperti bagaimana memikirkan untuk 
menyembuhkan penjahat tersebut. Orang yang melakukan 
kejahatan secara tidak langsung akan di penjara atau dimasukkan 
dalam rumah tahanan, diharapkan didalam rumah tahanan tersebut 
mereka dibina sebaik mungkin agar mereka tidak melakukan 







A. LOKASI PENELITIAN  
Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Toraja Utara, yaitu 
tepatnya pada Kantor Kepolisian Toraja Utara, Kantor Dinas 
pertanahan Toraja utara Utara dan Pengadilan Negeri Tana toraja. 
Dipilihnya lokasi di Kabupaten Toraja Utara dengan pertimbangan 
bahwa pada daerah tersebut sering terjadi kejahatan di bidang 
pertanahan dalam hal ini mengenai kejahatan penyerobotan tanah.  
B. JENIS DAN SUMBER DATA  
Data yang dikembangkan dalam penulisan ini, diperoleh dari dua sumber 
data sebagai berikut:  
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara yang 
dilakukan oleh penulis dengan instansi atau lembaga tempat 
penelitian yaitu dengan aparat dari Kepolisian Resor (Polres) 
Kabupaten Toraja Utara dan Dinas Kehutanan Kabupaten Toraja 
Utara.  
2. Data Sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari kajian 
kepustakaan, jurnal-jurnal dan buku-buku, peraturan perundang-
undangan terkait dengan kejahatan di bidang Pertanahan.  
C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA  
Dalam penyusunan proposal ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan 
terbagi atas dua antara lain: 
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1. Penelitian Lapangan ( Field research ) 
Didalam melakukan penelitian lapangan ( Field research ) penulis 
menggunakan teknik pengumpulan data primer dan sekunder yaitu 
dengan : 
a. Observasi  
Penulis melakukan observasi atau pengamatan secara langsung 
pada objek - objek yang menjadi sasaran penelitian selama berada 
di lokasi penelitian. 
b. Wawancara  
Penelitian lapangan juga dilakukan dengan melakukan wawancara 
langsung kepada narasumber terkait yaitu dengan mengadakan 
tanya jawab secara langsung kepada aparat polsek Toraja Utara, 
dan pegawai negeri sipil (PNS) di kantor Dinas Pertanahan serta 
pihak pengadilan atau aparat hukum yang terkait pada Pengadilan 
Negeri di Toraja Utara.  
2. Penelitian kepustakaan ( Library Research )   
Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menggunakan teknik 
pengumpulan data penelitian kepustakaan ( Library Research ) dengan 







D. ANALISIS DATA 
Data - data  yang telah di peroleh, baik berupa data primer maupun 
sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan 
kesimpulan. Hasilnya akan disajikan secara deskriptif untuk memberikan 






















  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A.  Faktor Penyebab Terjadinya Penggelapan Hak Atas Tanah di 
Kabupaten Toraja Utara  
1) Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
 Kabupaten Toraja Utara adalah sebuah kabupaten di Provinsi 
Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibukotanya adalah Rantepao. Kabupaten ini 
dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 yang 
merupakan pemekaran dari Kabupaten Tana Toraja. Bupati Toraja Utara 
adalah Drs. Y.S. Dalipang yang dilantik oleh Menteri Dalam Negeri pada 
tanggal 26 November 2008 di lapangan Bhakti Rantepao. 
 Pada tanggal 11 November 2010, Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul 
Yasin Limpo melantik Caretaker Bupati Kabupaten Toraja Utara yang 
baru, yaitu Drs. Tautoto TR, S.H pada bulan Februari 2010 lalu. 
Pada tanggal 31 Maret 2011, kabupaten Toraja Utara memiliki bupati dan 
wakil bupati definitif pertama yaitu pasangan Frederik Batti Sorring 
sebagai Bupati dan Frederik Buntang Rombelayuk sebagai wakil bupati 
untuk periode 2011-2016. 
a. Letak Geografis dan Batas Wilayah 
Kabupaten Toraja Utara merupakan salah satu Kabupaten dari 24 
Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang dibentuk sesuai dengan 
Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2008 yang letaknya berada di 
sebelah utara Kabupaten dan terletak antara 2o35’’ LS  – 3o15’’ LS dan 
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119o – 120’’ Bujur Timur dengan Luas wilayah 1.151,47 km2 terdiri dari 
Hutan Lindung 47.900 Ha, Hutan Rakyat 5.260 Ha, 12.790,93 Ha, Kebun 
14,620 Ha. Permukiman 9.865 Ha dan berada pada ketinggian 704 – 
1.646 Meter diatas permukaan air laut. 
Batas Wilayah Kabupaten Toraja Utara 
Sebelah Utara     :   Berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan 
Propinsi Sulawesi Barat    
Sebelah Selatan  :  Berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja 
Sebelah Timur     :  Berbatasan dengan Kabupaten Luwu 
Sebelah Barat     :  Berbatasan dengan Sulawesi Barat. 
b. Luas Wilayah 
 Luas Wilayah Kabupaten Toraja Utara adalah sebesar 115.147 Ha. 
Luas tersebut dari lahan sawah  15.257 Ha (13,25 persen), lahan 
pertanian bukan sawah 78.806 Ha (68,44 persen) dan 21.084 Ha (18,31 
persen) lahan bukan pertanian. Pada Tahun 2013 terdapat peningkatan 
luas lahan sawah sebesar 19,43 persen dibanding tahun 
sebelumnya.Potensi Pertanian meliputi dua sektor yaitu Tanaman Pangan 
dan Tanaman Hortikultura. Perkembangan Sub Sektor Pertanian tanaman 
pangan di Kabupaten Toraja Utara selama Tahun 2013 mengalami 
kenaikan. Berdasarkan data, komoditi yang dominan dikembangkan di 
sector tanaman pangan adalah Padi, sedangkan Jagung, Ubi Kayu dan 
Ubi Jalar tidak menjadi komoditi unggulan. 
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 Komoditi yang dikembangkan pada sektor Hortikultura masih kita 
bedakan pada dua sektor yaitu Hortikultura sayuran antara lain : Kentang, 
Kol, Sawi, Buncis, Bawang Merah, Ketimun, Wortel, Kacang Merah, 
Kacang Panjang, Bawang Daun, Labu Siam, Tomat, Cabe Besar, Cabe 
Kecil, Terung, Kangkung dan Bayam. Dan sektor Hortikultura buah 
buahan ada Alpukat, Durian, Mangga, Manggis, Langsat/duku, Jeruk, 
Tamarillo, Pepaya, Pisang, Nenas, Salak dan Markisa. Pada Tahun 2013 
terdapat peningkatan luas lahan sawah sebesar 19,43 persen dibanding 
tahun sebelumnya. Daerah dengan produksi padi terbesar di Kabupaten 
Toraja Utara berada di Kecamatan : Klasifikasi urutan kecamatan 
berdasarkan hasil produksi terbesar di Bidang Pertanian : 
1. Dende Piongan Napo dengan luas lahan sawah 2.210 Ha, hasil 
produksi 20.942,46 Ton / Tahun 
2. Nanggala dengan luas lahan Sawah 1.767 Ha, hasil produksi 9.200,64 
Ton / Tahun 
3. Sesean luas lahan sawah 1.395 Ha, hasil produksi 9.124,20 Ton / 
Tahun 
4. Sopai luas lahan sawah 1.661 Ha, hasil produksi 9.103,75 Ton / Tahun 
5. Rindingallo luas lahan sawah 2.034 Ha, hasil produksi 9.071,70 Ton / 
Tahun 
6. Buntu Pepasan luas lahan sawah 1.961 Ha, hasil produksi 7.947,68 




1. Potensi Pertanian di Kecamatan Rindingallo 
Kecamatan Rindingallo memiliki luas daerah 74,25 Km2 dengan 
jumlah penduduk 7.454 jiwa berdasarkan hasil data dari Badan Pusat 
Statistik pada tahun 2013. Ibukota Kecamatan Rindingallo berada di 
kelurahan Pangala dan berada di ketinggian 1.224 M diatas 
permukaan air laut/dpl. Jarak Kecamatan Rindingallo ke Ibukota 
Kabupaten 40 Km. 
 Mata Pencaharian utama penduduk di Kecamatan Rindingallo 
adalah Bertani dan Berkebun Kapasitas Produksi di bidang 
Pertanian tanaman pangan Padi 9.071,70 Ton Dengan luas lahan 
sawah 2.034 Ha, kemudian pertanian tanaman hortikultura sayuran 
Kentang 36,3 Ton dengan luas area tanam sebesar 8 Ha. 
 Berdasarkan jenis pengairan lahan, sawah di Kabupaten Toraja 
Utara telah diairi dengan tiga jenis sistem pengairan, yaitu jenis 
pengairan PU, Pengairan Non PU. Kebanyakan sawah di Toraja Utara 
menggunakan jenis pengairan tadah hujan, yaitu sebanyak 69,75 
persen. 
2. Potensi Pertanian di Kecamatan Sesean 
 Kecamatan Sesean dengan luas daerah 40,05 Km2 dengan jumlah 
penduduk 11.499 jiwa berdasarkan hasil data dari Badan Pusat 
Statistik pada tahun 2013. Ibukota Kecamatan Sesean berada di 
kelurahan Pangli dan berada di ketinggian 834 M diatas permukaan air 
laut/dpl. Jarak Kecamatan Sesean ke Ibukota Kabupaten 7 Km. Mata 
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Pencaharian utama penduduk di Kecamatan Sesean adalah Bertani, 
Berkebun dan Berternak. 
Kapasitas Produksi di bidang Pertanian 9.124,20 Ton Dengan luas 
lahan sawah 1.395 Ha sedangkan untuk pertanian Tanaman Pangan 
lainnya Kecamatan Sesean menyumbangkan produksi Ubi jalar kedua 
terbesar sebanyak 2,651 Ton. Buah Mangga dan Buah Salak menjadi 
komoditi Tanaman Hortikultura yang cukup besar dari wilayah Sesean 
dengan jumlah produksi 99 Ton untuk Buah Mangga dan  60 Ton Buah 
Salak. 
3. Potensi Pertanian di Kecamatan Nanggala 
 Kecamatan Nanggala dengan luas wilayah kecamatan 68 
Km2 dengan jumlah penduduk 9.411 jiwa berdasarkan hasil data dari 
Badan Pusat Statistik pada tahun 2013. Ibukota Kecamatan Nanggala 
berada di kelurahan Nanggala Sangpiak Salu berada pada ketinggian 
834 M diatas permukaan air laut/dpl. Jarak Kecamatan Nanggala ke 
Ibukota Kabupaten 13 Km. Mata Pencaharian utama penduduk di 
Kecamatan Nanggala adalah Bertani, Berkebun dan 
Berternak. Kapasitas Produksi di bidang Pertanian ( Padi ) untuk 
Kecamatan Nanggala sebesar 9.200 Ton Dengan luas lahan sawah 
1.767 Ha. 
4. Potensi Pertanian di Kecamatan Denpina 
 Kecamatan Dende Piongan Napo merupakan kecamatan dengan  
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urutan ke-5 terluas di Kabupaten Toraja Utara dengan luas wilayah 
77,49 Km2 dengan jumlah penduduk 8.150 jiwa berdasarkan hasil data 
dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2013. Ibukota Kecamatan 
Denpina berada di kelurahan Dende berada pada ketinggian 1.183 M 
diatas permukaan air laut/dpl. Jarak Kecamatan Dende Piongan Napo 
ke Ibukota Kabupaten 17 Km. 
Mata Pencaharian utama penduduk di Kecamatan Denpina adalah 
Bertani, Berkebun dan Berternak. Kapasitas Produksi di bidang 
Pertanian Pangan menjadi Unggulan karena menjadi daerah penghasil 
komoditi Tanaman Pangan Padi  dengan jumlah Produksi 20.942,46 
Ton Dengan luas lahan sawah 2.210 Ha meskipun untuk jenis 
Tananam pangan lainnya hanya menghasilkan angka yang dibawah 
rata rata yaitu produksi Jagung sebanyak 29 Ton, Ubi kayu 315 Ton 
dan Ubi Jalar 250 Ton. Untuk Tanaman Hortikultura baik buah ataupun 
sayuran rata rata memiliki produksi yang sangat relatif kecil yang 
menonjol adalah produksi bayam sebanyak 122.2 Ton dengan luas 
area taman 69 Ha. 
5. Potensi Pertanian di Kecamatan Sopai 
 Kecamatan Sopai memiliki luas daerah 47,64 Km2 dengan jumlah 
penduduk 13.344 jiwa berdasarkan hasil data dari Badan Pusat 
Statistik pada tahun 2013. Ibukota Kecamatan Sopai berada di 
kelurahan Nonongan Selatan dan berada di ketinggian 719 M diatas 
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permukaan air laut/dpl. Jarak Kecamatan Sopai ke Ibukota Kabupaten 
5 Km. 
 Mata Pencaharian utama penduduk di Kecamatan Sopai adalah 
Bertani,Berkebun dan Berternak. Kapasitas Produksi di bidang 
Pertanian 9.103,75 Ton Dengan luas lahan sawah 1.661 Ha. Toraja 
Utara merupakan kabupaten yang saat ini pertumbuhan ekonominya 
sedang berkembang sehingga membutuhkan pembangunan di yang 
lumayan pesat, yang tentunya membutuhkan lahan atau tanah untuk 
melakukan suatu pembangunan, sehingga saat ini banyak terjadi 
kejahatan di bidang pertanahan. Dalam hal ini mengenai Penggelapan 
hak tanah yang harus diberantas sesuai dengan hukum yang berlaku 
di Negara Republik Indonesia. 
 Jika diamati secara seksama, bentuk-bentuk kejahatan yang kerap 
terjadi di Kabupaten Toraja Utara dari tahun ke tahun selalu 
mengalami perubahan dan sangat bervariasi dengan perkembangan 
yang begitu pesat. Artinya tidak terfokus pada satu tindak pidana saja, 
akan tetapi menyangkut semua tindak pidana, dimana kejahatan-
kejahatan tersebut dapat ditangani secara langsung oleh aparat 
penegak hukum.  
 Dari sekian banyak bentuk kejahatan yang terjadi di Kabupaten 
Toraja Utara, maka penulis mengkhususkan dan mengfokuskan untuk 
meneliti mengenai Penggelapan hak atas tanah. Hal ini disebabkan 
oleh adanya kebutuhan ekonomi yang semakin mendesak untuk 
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memenuhi hal tersebut kerap terjadi kejahatan dibidang pertanahan 
tersebut, apalagi di Toraja Utara terdapat suatu kewajiban yang harus 
di penuhi oleh beberapa kalangan tertentu dalam lingkup hukum adat 
yang berlangsung di kabupaten Toraja Utara. 
2) Penyebab terjadinya kejahatan penggelapan hak atas tanah di 
kabupaten Toraja Utara 
 Penyebab terjadinya kejahatan penggelapan hak atas tanah di 
kabupaten Toraja Utara berdasarkan hasil penelitian yang telah 
penulis laksanakan di beberapa instansi terkait yang berada di 
kabupaten Toraja Utara maupun yang ada di kabupaten tanah Toraja. 
Berikut merupakan data yang saya peroleh dari kantor pertanahan 
Kabupaten Tana Toraja : 
Data Jumlah Kasus sengketa tanah dari tahun 2012 - 2015 
Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja 
Berdasarkan tabel diatas jumlah kasus mengenai sengketa tanah di 






 Mediasi    Pengadilan Proses 
penanganan 























 Jumlah 13 kasus 2 kasus 14 kasus 
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diantaranya yang diselesaikan melalui jalur mediasi berjumlah 13 kasus 
dan pada pengadilan berjumlah 2 kasus. Jumlah kasus yang ditangani 
yakni berjumlah 14 kasus, baik yang diselesaikan secara mediasi melalui 
pihak pertanahan maupun yang diselesaikan ditingkat pengadilan. 
Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kasus sengketa 
dibidang pertanahan di kabupatenToraja Utara dari tahun 2012-2015 
cukup banyak dan beberapa kasus tersebut merupakan jumlah kasus 
yang tercatat pada kantor pertanahan Tana Toraja, adapun kasus yang 
terselesaikan di tingkat kecamatan ataupun kelurahan memiliki jumlah 
yang lebih banyak namun dapat terselesaikan secara musyawarah 
mufakat ataupun mediasi ditingkat kelurahan maupun kecamatan dimana 
masing-masing kasus tersebut terjadi dan diselesaikan. 
Dari hasil interview yang saya lakukan pada Polres Tana Toraja yakni 
terhadap penyidik yang pernah menangani kasus serupa Aiptu MARTHEN 
MASAN yang sekarang menjabat sebagai Kadiv PPA Satreskrim Polres 
Tana Toraja. Menurut beliau kasus serupa pernah ditanganinya dimana 
pada saat itu pelapor dan terlapor di pertemukan terlebih dahulu untuk 
membicarakan solusi kasus tersebut karena kasus seperti ini yang terjadi 
baik dari pihak pelapor dan terlapor masih merupakan kerabat dekat 
ataupun keluarga jadi ketika itu sulit untuk membuktikan pihak yang salah 
dan benar karena masing-masing pihak merasa paling berhak atas 
kepemilikan tanah tersebut,  dan ketika ditanyai mengenai legalitas atas 
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Tana tersebut masing-masing tidak memiliki bukti secara tertulis atas 
tanah tersebut. 
 Hal ini mendorong penyidik untuk melakukan investigasi atas tanah 
tersebut, dari hasil investigasi diketahui bahwa tanah tersebut 
merupakan tanah tongkonan dari keluarga kedua belah pihak jadi hal 
ini tidak dapat terselesaikan di tingkat kepolisian sehingga biasanya di 
alihkan ke pertanahan dan apabila tidak terjadi kesepakatan maka di 
teruskan ke pengadilan dan disengketakan secara perdata. Adapun 
kasus yang diselesaikan di pengadilan tapi menurut Aiptu Marthen itu 
biasanya di dakwa dengan kejahatan ringan atau Tindak pidana yang  
ringan. 
 Hal serupa juga dikemukakan oleh Kepala seksi sengketa,konflik 
dan perkara kantor Pertanahan Tana Toraja Abdullah,.S.H dari hasil 
interview yang saya lakukan tidak jauh berbeda dengan apa yang 
disampaikan oleh Aiptu MARTHEN MASAN  yakni mengenai 
penyelesaian sengketa tanah yang biasanya langsung diteruskan ke 
tingkat pengadilan, meskipun demikian ada pula yang diselesaikan di 
kantor pertanahan Tana Toraja melalui mediasi terhadap kedua belah 
pihak yang berperkara. 
 Pada tingkat pengadilan sendiri permasalahan tanah tersebut pada 
peradilan pidana khususnya mengenai kasus seperti ini yang menjadi 
faktor penyebab terjadinya adalah dikarenakan karena adanya klaim 
dari tersangka atas tanah tersebut sehingga melakukan tindakan 
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penggelapan hak tanah tersebut, biasanya berupa penyimpanan surat-
surat tanah yang diketahui atas nama orang lain. Tujuan dari pelaku 
sendiri setelah mengambil surat atau sertifikat atas nama orang lain 
tersebut dikarenakan akan membalik nama kepemilikan sertifikat 
tersebut ataupun berniat membatalkan penerbitan sertifikat tersebut. 
 Dalam hal ini pula pengenaan sanksi atas tindakan terdakwa oleh 
hakim dikenakan pidana ringan terhadap pelaku tindak pidana 
tersebut. Mengenai pelaporan atas tindak pidana sendiri ketika saya 
melakukan penelitian pada kepolisian sektor Rantepao yang berada di 
kabupaten Toraja Utara disana saya melakukan interview dengan 
Bripka N. AGUS BAYU yang menangani kasus serupa, menurut beliau 
laporan akan tindak pidana tersebut cukup banyak yang masuk ke 
kepolisian, namun kesemuanya tidak dapat di proses dikarenakan 
tidak cukup bukti serta tidak ada pemenuhan unsur tindak pidana 
didalamnnya, sehingga apabila ada laporan yang masuk tidak dapat di 
proses, biasanya hanya dilakukan mediasi antar pihak pelapor dan 
terlapor, kesulitan penyidik dalam hal ini dikarenakan tanah yang 
dilaporkan merupakan tanah tongkonan jadi kepemilikannya tidak 
terdapat hanya pada seorang saja, serta tidak adanya bukti yang 
menunjukkan kepemilikan atas tanah tersebut. Dan apabila memang 
tidak dapat diselesaikan oleh polsek biasanya juga dilimpahkan ke 
polres Tana Toraja untuk proses hukum dan penyelesaiannya. 
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 Pada tingkat kecamatan sendiri saya melakukan penelitian di 
kecamatan kesu’ dimana banyak kasus mengenai persengkettan tanah 
yang terjadi, di kecamatan kesu’ saya melakukan wawancara dengan 
Camat ELY PAMALINGAN .,SE dimana dalam wawancara yang 
penulis lakukan beliau mengungkap mengenai beberapa kasus yang 
sering terjadi dibidang pertanahan, menurut beliau cukup banyak 
kasus yang terjadi di kecamatan kesu’ mengenai permasalahan tanah, 
dimana ada pihak-pihak yang merasa dirugikan melakuakan pelaporan 
atau protes ke kantor kecamatan. Menurut Pak ELY PAMALINGAN 
sejak tahun 2004 segala penyelesaian atas kasus yang terjadi di 
Kecamatan Kesu’ dilakukan penyelesaian pada tingkat kelurahan 
dimana disana dilakukan mediasi oleh lurah serta dewan adat 
pendamai pada tongkonan diamana kasus tersebut terjadi, menurut 
pengalaman beliau yang dulu sempat menjabat sebagai lurah, kasus 
mengenai pertanahan ini paling sering terjadi di wilayahnya dan beliau 
mengatakan bahwa faktor yang dominan menyebabkan terjadinya 
kasus tersebut adalah karena adanya saling klaim antar berbagai 
pihak yang berseteru bahwa merekalah yang paling berhak atas 
kepemilikan tanah tersebut, dari segi adat sendiri hal ini akan 
dipertimbangkan pihak yang berhak adalah menurut asal usul tanah 
tersebut serta garis keturunan pihak-pihak yang bertikai apakah 
memiliki keterkaitan atas tanah yang disengketakan atau tidak. Adapun 
apabila kedua bela pihak merupakan saudara atau keluarga akan 
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dapat ditentukan hak masing-masing pihak dari jumlah pemotongan 
kerbau yang dilkaukan oleh pihak-pihak tersebut terhadap orang tua 
ataupun pemilik tanah semula. 
 Hal-hal tersebut dapat ditentukan dalam siding adat yang dilakukan 
pada tongkonan yang bersangkutan dimana dalam permufakatan 
tersebut dihadiri oleh masing-masing pihak yang berseteru serta 
dewan adat dan lurah/ kepala lembang pada desa atau tonkonan 
tersebut, dimana dalam permufakatan tersebut ketua dewan pendamai 
serta anggota dewan adat akan memberikan solusi serta keputusan 
atas proses permufakatan tersebut yang dilampirkan dan ditanda 
tangani pada lembar berita acara yang dibuat dan ikut ditanda tangani 
oleh pihak dari kelurahan, dalam hal ini lurah Ba’tan kecamatan kesu’ 
kabupaten Toraja Utara. 
 Dari pernyataan diatas ada beberapa faktor penyebab terjadinya tindak 
pidana penggelapan hak atas tanah di kabupaten Toraja Utara adalah  
sebagai berikut: 
 
1. Faktor Ekonomi  
Salah satu penyebab terjadinya kejahatan penggelapan hak atas tanah 
karena dilatarbelakangi oleh  faktor ekonomi, dimana pelaku melakukan 
hal ini karena terdorong oleh kebutuhan materi yang membuat seseorang 
ataupun pelaku tindak pidana melakukan kejahatan penggelapan hak atas 
tanah tersebut dimana di Kabupaten Toraja Utara sendiri hal ini dilakukan  
58 
 
Oleh pelaku dari hasil wawancara penulis dengan Aiptu MARTHEN 
MASAN, kejahatan tersebut dilakukan oleh salah seorang pelaku bernama 
IBU’ IRA dikarenakan terdorong oleh faktor ekonomi dimana pelaku 
menempati tanah tersebut karena tanah tersebut kosong dan jarang 
diperhatikan oleh pemilik tanah yang sebenarnya sehingga pelaku 
menempati tanah tersebut untuk dikelolah, hal ini dikarenakan tanah 
tersebut merupakan milik dari keluarga pelaku sehingga pelaku pun 
menempati tersebut untuk dikelolah tanpa sepengetahuan pemilik yang 
sebenarnya. 
2. Faktor Pekerjaan 
Adapun salah satu penyebab terjadinya kejahatan tersebut dikarenakan 
dari faktor pekerjaan pelaku dimana pelaku tindak pidana yang bernama 
IBU’ IRA melakukan pengelolaan atas tanah tersebut tanpa 
sepengetahuan pemilik sebenarnya karena ingin melakukan usaha diatas 
tanah tersebut karena pelaku tidak memiliki pekerjaan yang tetap 
sehingga ingin melakukan uasaha diatas tanah tersebut. 
3. Faktor Pendidikan 
Dari wawancara dengan Aiptu MARTHEN MASAN salah satu faktor 
penyebab terjadinya kejahatan penggelapan hak atas tanah tersebut 
adalah dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang aturan 
hukum khususnya dalam hal ini mengenai kejahatan dibidang pertanahan. 
Hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan dari pelaku kejahatan 
penggelapan hak atas tanah tersebut masih rendah, sehingga pelaku dari  
59 
 
Kejahatan tersebut tidak mempertimbangkan akibat hukum atau sanksi 
hukum yang akan diterima pelaku apabila melakukan perbuatannya 
tesebut. 
B. Upaya Penanggulanagan Kejahatan Penggelapan Hak Atas Tanah di 
Kabupaten Toraja Utara 
 Penanggulangan kejahatan merupakan upaya yang dilakukan oleh 
pihak-pihak yang berwajib untuk melakukan sebuah tindakan agar 
kejahatan tidak terjadi lagi. Dan diharapkan masyarakat tetap merasa 
aman dan nyaman dalam menjalani kesehariannya tanpa ada sebuah 
ancaman kejahatan terhadapnya. Dalam hal ini akan dijelaskan upaya 
penanggulangan kejahatan penggelapan hak atas tanah di Kabupaten 
Toraja Utara. Karena seperti yang diketahui bersama Kabupaten Toraja 
Utara merupakan kabupaten yang terus berkembang dan secara tidak 
langsung tingkat kejahatan pasti akan ada yang terjadi kususnya 
mengenai kejahatan penggelapan hak atas tanah di kabupaten ini. 
 Diungkapkan dari wawancara langsung dengan Bapak Aiptu Marthen 
Masan  sebagai Kepala devisi PPA Satuan Reserse Kriminal PolresTana 
Toraja yang dilakukan tanggal 8 April 2015 di kantor Polres Tana Toraja, 
bahwa: 
“Polres Tana Toraja telah melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi 
atau meminalisir terjadinya angka kejahatan penggelapan hak atas tanah 
di Kabupaten Toraja Utara”. 
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 Setidaknya ada 3 (tiga) upaya penanggulangan yang dilakukan oleh 
Pihak Kepolisian Polres Tana Toraja untuk mencegah terjadinya delik 
penggelapan ha katas tanah. Dan penulis membagi kedalam 2 (dua) 
upaya tersebut, yaitu Upaya Pre-emtif,upaya Preventif dan upaya 
Represif.  
1. Upaya Pre-emtif  
 Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan 
secara pre-emtif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang 
baik sehingga norma-norma tersebut tertanam dalam diri seseorang. 
Sehingga meskipun ada kesempatan untuk melakukan hal tersebut 
maka tidak akan terjadi kejahatan. Berdasarkan hasil wawancara 
dengan Aiptu Marthen Masan selaku Kepala devisi PPA Satuan 
Reserse Kriminal Polres Tana Toraja, Upaya pencegahan yang 
dilakukan pihak kepolisian untuk mengantisipasi kejahatan 
penggelapan hak atas tanah yaitu dengan mengadakan penyuluhan 
kepada kepala desa akan pentingnya pemahaman tentang hukum 
serta dampak negatif yang biasa timbul apabila terjadi suatu 
pelanggaran hukum baik berdampak secara sosial maupun hukum. 
Selain penyuluhan, upaya pencegahan yang dilakukan yaitu 
mengadakan kegiatan - kegiatan yang bersifat positif dengan 
mengajak serta masyarakat untuk tidak menyelesaikan segala 
persoalan hanya dengan tindakan yang represif melainkan dapat 
melakukan suatu mediasi untuk menyelesaikan masalah yang ada 
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khususnya dalam hal kejahatan dibidang pertanahan tersebut. Selain 
dari pihak kepolisian, upaya pencegahan berupa penyuluhan 
mengenai tanah juga dilakukan oleh pihak dari Dinas pertanahan 
kabupaten Tana Toraja, berdasarkan hasil wawancara dengan Pejabat 
perwakilan kantor pertanahan Tana Toraja SA’PANG ALLO,.S.H. 
penyuluhan tentang pentingnya Sertifikat tanah sebagai bukti 
kepemilikan suatu objek tanah yang dikelolah maupun di temapati 
serta untuk mencegah potensi kejahatan yang mungkin terjadi karena 
tidak adanya bukti kepemilikan yang sah. Hal ini  dilakukan untuk 
meningkatkan kesadaran masyarakat. Penyuluhan dilakukan oleh staf 
serta pegawai yang dari pihak pertanahan  yang terjun langsung ke 
masyarakat yang ada di sekitar dan di pelosok desa. 
 
2. Upaya Preventif  
Upaya Preventif adalah upaya yang dilakukan oleh pihak Polres 
Tana Toraja untuk mencegah terjadinya penggelapan hak atas 
tanah. Artinya upaya Preventif ini adalah mengutamakan upaya 
pencegahan daripada penindakan. Adapun upaya pencegahan 
tersebut sesuai hasil wawancara yang dilakukan bersama Pak 
Marthen Masan pada tanggal 8 april 2015, Yaitu :  
a). Polres Tana Toraja sering mengadakan penyuluhan-penyuluhan 
 hukum bersama dengan unsur dari tokoh masyarakat berada di 
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beberapa tempat di kabupaten Toraja utara maupun Tana 
Toraja yang sifatnya terpadu dan priodik antara semua unsur 
terkait dan dilaksanakan secara menyeluruh, dengan melihat 
kondisi masyarakat yang bersangkutan dengan memanfaatkan 
potensi yang ada, sehingga dengan demikian dapat menekan 
laju pertumbuhan kejahatan.  
b). Melakukan pembinaan utamanya terhadap Masyarakat yang 
kurang memahami tentang hukum ataupun awam hukum serta 
terhadap generasi muda hal ini sangat penting karena apabila 
diabaikan mempunyai dampak yang cukup besar, baik terhadap 
dirinya sendiri, maupun terhadap masyarakat luas. Dengan 
demikian, mereka merasa mendapat perhatian, bimbingan dan 
arahan sehingga untuk melakukan hal-hal yang menjurus pada 
perbuatan hukum dapat diredam sedini mungkin.  
c). Mengundang tokoh-tokoh adat, agama atau orang-orang yang 
berpengaruh di Kabupaten Toraja Utara  untuk memberikan 
pemahaman serta pencerahan kepada masyarakat setempat 
tentang dampak hukum serta sosial apabila melakukan 
melakukan kejahatan dibidang pertanahan tersebut. 
d). Membentuk suatu organisasi yang memiliki program untuk 
membantu masyarakat dalam mengkolsutasikan mengenai 
pentinnya ketaatan terhadap aturan hukum yang dipelopori oleh 
kelurahan dan lembaga adat setempat yang efektif dan terus 
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menerus dilakukan  dibawah koordinasi Kepolisian setempat, 
upaya penanggulangan semacam ini cukup berhasil di dalam 
menangkal terjadinya kejahatan khususnya kejahatan dibidang 
pertanahan. 
e). Mengadakan sosialisasi secara rutin oleh pihak kecamatan atau 
kelurahan untuk memeriksa kelengkapan surat  tanah 
masyarakat dan memberikan pemahaman terhadap masyarakat 
agar mengurus sertifikat tanah ataupun surat bukti penguasaan 
tanah agar dapat menghindari potensi kejahatan semacam ini, 
serta adanya ke ikut sertaan dari pihak Kepolisian untuk 
berkunjung ketempat-tempat yang rawan terjadinya kejahatan, 
dengan demikian masyarakat disekitarnya merasa aman dan 
tentram dari gangguan yang meresahkan yang mungkin biasa 
terjadi dengan tiba-tiba serta menimbulkan suatu anarkisme 
pada  lokasi kejadian tersebut. disamping itu citra Polisi di mata 
masyarakat akan menjadi lebih baik. 
3.  Upaya Represif 
Upaya Represif adalah upaya yang dilakukan oleh Pihak Polres 
Tana Toraja untuk melakukan sebuah tindakan setelah terjadinya 
tindak pidana penggelapan hak atas tanah, diadakannya tindakan 
terhadap kejahatan penggelapan yaitu dalam upaya agar penggelapan 
hak atas tanah tersebut tidak meluas dan menjadi parah. Artinya 
upaya Preventif ini adalah mengutamakan upaya penindakan dan 
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bukan pencegahan. Penanggulangan kejahatan dengan upaya represif 
dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan 
perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar 
bahwa perbuatan yang mereka lakukan adalah perbuatan yang 
melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak lagi 
mengulanginya. Adapun upaya Penindakan tersebut sesuai hasil 
wawancara yang dilakukan bersama Bapak Aiptu Marthen Masan pada 
tanggal 8 April 2015, yaitu :  
a) Memasukkan para pelaku kejahatan penggelapan hak atas tanah  
ini kedalam Rumah Tahanan. Artinya mulai dari tahap penyidikan, 
penuntutan sampai adanya putusan akhir pengadilan para pelaku 
tindak pidana dimasukkan didalam rumah tahanan. Ini dalam 
upaya agar para pelaku tidak melakukan kejahatan lagi.  
b) Melaksanakan kegiatan fisik, seperti patroli di daerah yang rawan 
konflik kejahatan dibidang pertanahan tersebut secara rutin. 
c)  Menghukum para pelaku dengan sebuah putusan tetap hakim 
sesuai Pasal 385 KUHP. Penanganan kejahatan Penggelapan Hak 
Atas Tanah dengan upaya represif yang dilakukan oleh kepolisian 
Toraja Utara yaitu menindaki pelaku kejahatan yang terbukti 
melakukan kejahatan penggelapan hak atas sesuai dengan 
peraturan dengan sanksi yang bisa menimbulkan efek jera bagi 
pelakunya dan bisa menjadi ancaman bagi orang yang hendak 
melakukan hal yang sama sehingga mengurungkan niatnya. 
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Hal atas masih dalam tataran ideal, karena pada kenyataannya 
masih ada  kekurangan pada realisasi hal tersebut. Namun paling 
tidak jika pemerintah menginginkan keberhasilan penegakan hukum 
dalam menangani kejahatan di bidang pertanahan, maka faktor - 
faktor di atas perlu segera direalisasikan secara nyata dan 
disempurnakan apabila terdapat kekurangan. Dengan demikian maka 
upaya perlindungan hukum terhadap hak pemilik tanah  di Indonesia 
pada umumnya akan dapat tercapai, mengingat tanah merupakan 
salah satu kunci pembangunan suatu perekonomian masyarakat 
maupun Negara . sehingga mengenai permasalahan ini perlu adanya 
perlindungan hukum dan perlu adanya peran serta pihak pemerintah 
dalam melindungi pemegang hak atas tanah tersebut, agar tidak 
terjadi lagi kejahatan serupa. 
Untuk mewujudkan segala jenis upaya pencegahan atau 
penanggulangan terhadap kejahatan penggelapan hak atas tanah 
khususnya di kabupaten Toraja Utara adalah dengan melibatkan 
semua instansi terkait yang dapat diikut sertakan dalam uapaya 
penanggulangan kejahatan dibidang pertanahan tersebut, selain 
daripada instansi- instansi terkait diatas seperti pihak kepolisian, 
pemerintah, maupun instansi hukum lain, maka perlu juga kesadaran 
masyarakat akan pentingnya penegakan hukum serta ketaatan 
terhadap aturan hukum yang berlaku, untuk itu dalam ini masyarakat 
harus ikut serta dalam upaya pencegahan serta penanggulangan 
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kejahatan tersebut dengan bekerjasama dengan instansi terkait 
seperti kepolisian maupun unsur pemerintah serta instansi hukum lain. 
Selain itu juga harus berkoordinasi dengan tokoh adat setempat 
mengingat hal ini tentunya banyak melibatkan peran serta dari 
lembaga adat yang terdapat di kabupaten Toraja Utara. Dengan 
demikian penanggulangan terhadapa kejahatan pertanahan ini dapat 
terealisasikan karena adanya kerjasama dengan seluruh elemen 
masyarakat yang memiliki permasalahan di bidang pertanahan 
tersebut, sehinngga  pencegahan dan penanggulangan akan 
kejahatan tersebut dapat terselesaikan dengan baik agar terwujud 
ketentraman didalam masyarakat serta mencegah terjadinya konflik 




















A. Kesimpulan  
 Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai 
berikut:  
1. Faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan penggelapan hak atas 
tanah yaitu: Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga kejahatan 
penggelapan hak atas tanah yang terjadi di Kabupaten Toraja Utara ,yaitu : 
faktor ekonomi, faktor pekerjaan, dan faktor pendidikan menyebabkan pelaku 
melakukan penggelapan hak atas tanah tersebut.  
2. Adapun upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka 
mencegah terjadinya kejahatan penggelapana hak atas tanah di 
Kabupaten Toraja Utara dilakukan upaya-upaya yaitu upaya preemtif, 
upaya preventif dan upaya represif, yakni dengan melakukan langkah 
yang lebih potensial untuk menghindari konflik di bidang pertanahan yakni 
terkait kejahatan penggelapan hak atas tanah tersebut, antara lain: 
a) Upaya Pre-emtif 
Dengan mengadakan penyuluhan kepada kepala desa akan 
pentingnya pemhaman tentang hukum serta dampak yang negatif 
yang bias timbul apabila terjadi suatu pelanggaran hukum baik 
berdampak secara sosial maupun hukum. Selain penyuluhan, upaya 
pencegahan yang dilakukan yaitu mengadakan kegiatan - kegiatan 
yang bersifat positif dengan mengajak serta masyarakat untuk tidak 
menyelesaikan segala persoalan hanya dengan tindakan yang 
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represif melainkan dapat melakukan suatu mediasi untuk 
menyelesaikan masalah yang ada khususnya dalam hal kejahatan 
dibidang pertanahan tersebut. 
Selain dari pihak kepolisian, upaya pencegahan berupa 
penyuluhan mengenai tanah  juga dilakukan oleh pihak dari Dinas 
pertanahan kabupaten Tana Toraja. 
b) Upaya Preventif  
Upaya Preventif adalah yang dilakukan oleh untuk mencegah 
terjadinya penggelapan hak atas tanah anatara lain: 
1. Polres Tana Toraja sering mengadakan penyuluhan 
penyuluhan hukum bersama dengan unsur dari tokoh 
masyarakat berada di beberapa tempat di kabupaten Toraja 
utara maupun Tana Toraja yang sifatnya terpadu dan priodik 
antara semua unsur terkait dan dilaksanakan secara 
menyeluruh, dengan melihat kondisi masyarakat. 
2. Melakukan pembinaan utamanya terhadap Masyarakat yang 
kurang memahami tentang hukum ataupun awam hukum serta 
terhadap generasi muda hal ini sangat penting karena apabila 
diabaikan mempunyai dampak yang cukup besar, baik 
terhadap dirinya sendiri, maupun terhadap masyarakat luas. 
3. Membentuk suatu organisasi yang memiliki program untuk 
membantu masyarakat dalam mengkolsutasikan mengenai 
pentinnya ketaatan terhadap aturan hukum yang dipelopori 
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oleh kelurahan dan lembaga adat yang berada pada lokasi 
tersebut. 
4. Mengadakan sosialisasi secara rutin oleh pihak kecamatan 
atau kelurahan untuk memeriksa kelengkapan surat  tanah 
masyarakat dan memberikan pemahaman terhadap 
masyarakat agar mengurus sertifikat tanah ataupun surat bukti 
penguasaan tanah agar dapat menghindari potensi kejahatan 
di bidang pertanahan. 
c) Upaya Represif 
1. Memasukkan para pelaku kejahatan penggelapan hak atas 
tanah  ini kedalam Rumah Tahanan. Artinya mulai dari tahap 
penyidikan, penuntutan sampai adanya putusan akhir 
pengadilan para pelaku tindak pidana dimasukkan didalam 
rumah tahanan. Ini dalam upaya agar para pelaku tidak 
melakukan kejahatan lagi.  
2. Melaksanakan kegiatan fisik, seperti patroli di daerah yang 
rawan konflik kejahatan dibidang pertanahan tersebut secara 
rutin. 
3. Menghukum para pelaku dengan sebuah putusan tetap hakim 
sesuai Pasal 385 KUHP. Penanganan kejahatan Penggelapan 
Hak Atas Tanah dengan upaya represif yang dilakukan oleh 
kepolisian Toraja Utara, serta Menindaki pelaku kejahatan 
yang terbukti melakukan kejahatan sesuai dengan peraturan 
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dengan sanksi yang bisa menimbulkan efek jera bagi 
pelakunya dan bisa menjadi ancaman bagi orang yang hendak 
melakukan hal yang sama sehingga mengurungkan niatnya. 
 
B. Saran  
Dalam hal penyelesaian dan penanganan kasus kejahatan dibidang 
pertanahan tersebut sebaikanya setiap instansi terkait melakukan langkah 
yang tepat seperti berikut: 
1. Aparat penegak hukum dan kepolisian Toraja Utara  pada 
khususnya dalam menangani kasus kejahatan dibidang pertanahan 
di Kabupaten Toraja Utara meskipun telah melakukan upaya yang 
baik dalam menyelesaikan konflik dan penanganannya sebaiknya 
lebih meningkatkan lagi  cara penyelesaian yang bersifat  
mengutamakan kepada pendekatan terhadap masyarakat, karena 
masyarakat Toraja Utara masih sangat kental dengan adat dan 
kehidupan sosial yang masih sangat bergantung dengan 
penyelesaikan secara permufakatan. Sehingga cara 
penanggulangan kejahatan di bidang pertanahan sebaiknya lebih 
menekankan pada pemberian pemahaman, bukan ancaman.  
2. Dinas Pertanahan  juga sebaiknya meningkatkan profesional dalam 
melakukan pemeriksaan secara lebih teliti akan kelengkapan 
persyaratan  terhadap pihak yang hendak mengajukan pembuatan 
sertifikat tanah, serta  terus mempertahankan upaya-upaya 
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pencegahan kejahatan dan membuat upaya-upaya baru yang 
dapat menanggulangi dan meminimalisir kejahatan di bidang 
pertanahan tersebut. 
3. Pemerintah daerah agar ikut serta memberikan dukungan untuk 
pencegahan kejahatan di bidang pertanahan tersebut serta turut 
andil terhadap perlindungan hak atas tanah terhadap masyarakat, 
dan ikut serta mengkampanyekan dan memberikan contoh nyata 
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